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PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
P.\D.\ DIN,,\S PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI CIANJUR,

a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air dan pertambangan dibidang teknis
operasional pengelolaan sumber daya air, perlu dibentuk unit pilaksana
teknis dinas:

b. bahwa 
-sesuai 

dengan pasal 22 ayat (2) peraturan Bupati Nomor 09
Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pengelolaan
Sumber Daya Air dan pertambangan, pembentukan UPTD termaksud
perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;

: l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan
f)aerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Djawa Barat
(Berita Negara tahun 1950) sebagaimana tetah diubah dengan Undarg_
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan- KabupatJn
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang_undang
Nonror I ,1 Tahun 1 950 tenlang pembentukan Daerah_Daerah Kabupatei
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lemiaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenlang pokok_pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indones=ia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor g Tahun
_1 

974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian @-mbaran-Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 1g9, Tambahan Lem6aran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

2.



lr-

3. Ilndang-Irndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negaia
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonisia Tahun i004 No.o.
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, pernerintahan Daerah propinsi, dan Femerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4l rahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonior g9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk reknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata cara
Penyusunan Peraturan Daerah dan penerbitan Lembaran Daerah (Lemb-aran Daerah
Kabupaten cianjur Tahun 2001 Nomor 43 seri D) sebagaimana teiah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang perubahan pertama
Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 03 Tahun 200g tentang urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 200g Nom-or 03 Seri
D);

10' Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 07 Tahun 200g tentang organisasi
Pemerintahan Daerah dan pembentukan organisasi perangkat Daerai Ka6upaten
cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 200g Nomor 07 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 200g tentang organisasi
Pemerintahan Daerah dan pembentukan organisasi perangkat Daerah Ka6upaten
C ianj ur- 1lenrbar-an Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor l0 Seri D);

ll. Peraturan Bupati cianjur nomor 09 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Keda
Unit organisasi di Lingkungan Dinas pengelolaan sumber Daya Air dan pertambangan
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PILAKSANA TIKNIS DINAS PADA DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN.

(t)
Pasal I

Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas pengelolaan Sumber Daya Air dan
Pertambangan dibentuk Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.

Status kelembagaan Balai Pengelolaan sumber Daya Air sebagaimana dimaksud ayat (1)
adaltrh unit pt:laksana teknis dinas.

(2)



Pasal 2

Balai Pengelolaan sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pasal l, terdiri dari :

l. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah I cianjur, dengan wilayah kerja :

a. Kecamatan Cianjur;
b. Kecamatan Cugenang;
c. Kecamatan Karangtengah;
d. Kecamatan Sukaluyu:
e. Kecamatan Mande

2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air wilalah II cibeber, dengan wilayah kerja :

a. Kecamatan Cibeber;
b. Kecamatan Cilaku:
c. Kecamaleur . W tuungkondang;
d. Kecamatan Gekbrong

3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah III ciranjang, dengan wilayah kerja :

a. Kecamatan Ciranjang:
b. Kecamatan Bojongpicung;
c. Kecamatan Haurwangi.

4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah IV cikalongkulon, dengan wilayah kerja :

a. KecamatanCikalongkulon;
b. Kecamatan Paceq
c. Kecamatan Cipanas;
d. Kecamatan Sukaresmi.

5' Balai Pengelolaan sumber Daya Air wilayah v Sukanagara, dengan wilayah kerja :

a. KecamatanSukanagara:
b. Kecamatan Campaka;
c. KecamatanCampakamulya;
d. KecamatanKadupandak;
e. Kecamatan Cijati;
f. Kecamatan .Takokak.

6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah vr pagelaran, dengan wilayah kerja :

a. KecamatanPagelaranl
h Kccamatan Pasirkuda:
c. Kecamatan .Tanggeung;
d. Kecamatan Cibinong;
e. Kecamatan Cikadu.

7. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah vII cidaun, dengan wilayah kerja :

a. Kecamatan S indangbarang;
b. Kecamatan Agrabinta;
c. Kecamatan Leles:
d. Kecamatan Cidaun;
e. KecamatanNaringgul.

Pasal 3

organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pasal 2
akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.



Pasal 4

Biaya operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud Pasal 2,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumbangan lain yang
sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(l) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatug sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 November 2010

BUPATI CIANJUR,

caplttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

29 November 2010

DAERAH,

I 198503 1086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHI.IN 2O1O NOMOR 62.

Diundangkan di Cianjur


